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ABSTRACT

This paper aims to analyze the influence of board of commissioners’ characteristics on the quality of
sustainability reports in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The
characteristics examined include board size, independence, gender diversity, and expertise of board
members. This study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis, with a
sample of 74 energy companies in 2023. The quality of sustainability reports is measured using a disclosure
index based on the Global Reporting Initiative (GRI) standards. The findings reveal that none of the four
board characteristics investigated have a significant impact on the quality of sustainability reporting. This
suggests that the structural role of the board of commissioners remains suboptimal in promoting
transparency and accountability in sustainability disclosures within the energy sector. Therefore, external
factors such as stakeholder pressure or management commitment may play a more influential role in
determining report quality. This research is expected to contribute as a reference for academics, regulators,
and companies in supporting improved governance practices and sustainability reporting in Indonesia.
Keywords: board of commissioners, sustainability report, energy companies, board characteristics

ABSTRAK

Pembuatan paper ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh karakteristik dari dewan komisaris terhadap
kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Karakteristik yang diteliti meliputi ukuran dewan komisaris, tingkat independensi, keberagaman gender,
dan keahlian anggota dewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi
linier berganda, dan sampel terdiri dari 74 perusahaan energi pada tahun 2023. Kualitas laporan
keberlanjutan diukur menggunakan indeks pengungkapan yang disusun berdasarkan pedoman dari standar
Global Reporting Initiative (GRI). Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa keempat
karakteristik dewan komisaris yang diteliti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan
keberlanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran struktural dewan komisaris masih belum optimal
dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan di sektor energi. Oleh karena itu,
faktor-faktor eksternal seperti tekanan pemangku kepentingan atau komitmen manajemen kemungkinan
lebih berperan dalam menentukan kualitas pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi sebagai referensi bagi kalangan akademisi, regulator, maupun perusahaan dalam mendorong
perbaikan praktik tata kelola serta pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: dewan komisaris, laporan keberlanjutan, perusahaan energi, karakteristik dewan komisaris

PENDAHULUAN

Industri energi memiliki peran krusial dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Namun,
sektor ini juga dikritik karena dampak lingkungan yang dihasilkannya, seperti emisi karbon,
sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan, dan lingkungan yang tercemar
(Istiningrum, 2023). Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, banyak perusahaan di
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sektor ini mulai menerapkan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari praktik pengelolaan yang
baik. Di Indonesia, kewajiban pelaporan keberlanjutan telah diatur dalam POJK No.
51/POJK.03/2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan perusahaan publik,
termasuk perusahaan energi, untuk melaporkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka.
Sebagai bagian penting dari struktur tata kelola perusahaan, dewan komisaris memegang peran
strategis dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan
praktik transparansi. Karakteristik dewan komisaris, seperti ukuran, independensi, keberagaman
gender, dan keahlian, dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan.
Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris
independen yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan informasi yang lebih
besar. Selain itu, keberagaman gender dalam dewan komisaris juga sering dikaitkan dengan
peningkatan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan. (Noor William Wahyu Wicaksono
Ramadhanta et al., 2024).

Namun, studi yang secara khusus meneliti hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan
kualitas laporan keberlanjutan di sektor energi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana karakteristik
dewan komisaris memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan memahami hubungan ini, diharapkan penelitian ini dapat
memberi kontribusi untuk akademisi, regulator, serta perusahaan energi dalam meningkatkan tata
kelola perusahaan dan transparansi pelaporan keberlanjutan mereka.

Semoga penelitian dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian akademik terkait tata
kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam konteks industri energi di
Indonesia, sehingga dapat memperluas wawasan dan memperkaya literatur di bidang tersebut.
Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan kajian lebih
lanjut mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan pelaporan keberlanjutan.

Lebih lanjut, peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi
peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara karakteristik dewan komisaris
dan kualitas laporan keberlanjutan. Peneliti dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menambahkan variabel lain atau memperluas cakupan sampel ke sektor lain.

Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat membantu perusahaan energi memahami pentingnya
karakteristik dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Selain itu,
perusahaan dapat menggunakan temuan ini untuk memperbaiki struktur dewan komisaris guna
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan.

Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator, seperti
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengevaluasi kebijakan pelaporan keberlanjutan dan
mendorong peningkatan tata kelola perusahaan di sektor energi. Rumusan masalah dalam
penelitian ini mencakup beberapa hal. Pertama, bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris
terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Kedua, bagaimana independensi dewan komisaris
berperan dalam meningkatkan transparansi laporan. Ketiga, bagaimana keberagaman gender dan
keahlian dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hubungan antara karakteristik dewan komisaris dengan kualitas laporan
keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang bermanfaat bagi berbagai pihak
terkait, seperti manajemen perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam
upaya meningkatkan transparansi dan tata kelola keberlanjutan di sektor energi.
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TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), di
mana manajer bertanggung jawab mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Dalam
konteks tata kelola perusahaanDewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang
bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya sejalan dengan kepentingan
para pemegang saham. (Jensen & Meckling, 1976). Keberadaan komisaris independen dianggap
dapat meminimalkan konflik keagenan dan meningkatkan transparansi, termasuk dalam
pengungkapan laporan keberlanjutan.

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi dapat diartikan sebagai pengakuan legalitas yang berfungsi sebagai motivator bagi
perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja keberlanjutan mereka melalui saluran
seperti laporan keberlanjutan. Teori ini menyatakan perusahaan harus beroperasi dalam batasan
norma dan nilai sosial agar dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat (Suchman, 1995). Dalam
konteks perusahaan energi yang sering menghadapi kritik terkait dampak lingkungannya,
pelaporan keberlanjutan menjadi alat untuk mempertahankan legitimasi tersebut Semakin
transparan suatu perusahaan dalam melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya,
semakin besar kemungkinan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan (Susan
McGowan, 2017).

Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependency Theory)

Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa perusahaan bergantung pada sumber daya
eksternal untuk keberlanjutan operasionalnya, termasuk sumber daya manusia dalam dewan
komisaris (Pfeffer & Salancik, 1978). Keberagaman dalam dewan komisaris, seperti latar belakang
pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan dan keberlanjutan, dapat meningkatkan
efektivitas pengawasan serta mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan
informasi keberlanjutan. Dewan komisaris yang memiliki beragam keahlian diharapkan mampu
mengidentifikasi risiko keberlanjutan dan mengarahkan perusahaan untuk lebih aktif dalam
penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman
dan keahlian dewan komisaris di bidang keuangan berkorelasi positif dengan kualitas laporan
keberlanjutan perusahaan energi (Ahmad et al., 2018).

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori ini menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya tertuju pada pemegang
saham, melainkan juga meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh kegiatan
operasional perusahaan. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi karyawan, konsumen,
pemerintah, masyarakat luas, serta lingkungan hidup. Teori ini menekankan pentingnya
memperhatikan kepentingan semua pihak tersebut dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Oleh karena itu, kualitas pelaporan keberlanjutan dipandang sebagai bentuk akuntabilitas
perusahaan terhadap tuntutan berbagai kelompok kepentingan tersebut (Freeman & McVea, 2005)
Dalam konteks ini, karakteristik dewan komisaris menjadi penting karena mereka berfungsi
sebagai perwakilan utama dalam menjembatani kepentingan manajemen dengan pemangku
kepentingan eksternal. Dewan komisaris yang lebih beragam dan berpengalaman diharapkan lebih
peka terhadap tekanan dari pemangku kepentingan dan mendorong perusahaan untuk
meningkatkan transparansi dalam laporan keberlanjutan (Mitchell et al., 1997)

Teori Institusional (Institutional Theory)

Institutional theory menyatakan bahwa perusahaan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan tekanan
eksternal dari institusi seperti regulator, asosiasi industri, dan masyarakat. Dalam upaya
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mempertahankan legitimasi institusional, perusahaan akan mengikuti praktik yang dianggap
standar atau mapan, termasuk dalam pelaporan keberlanjutan (DiMaggio & Powell, 1983)
Karakteristik dewan komisaris yang sesuai dengan ekspektasi institusional seperti adanya
komisaris independen atau keberagaman gender dapat dipandang sebagai strategi simbolik untuk
menunjukkan kepatuhan terhadap norma tata kelola yang diharapkan, sehingga memengaruhi
kualitas laporan keberlanjutan.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Dewan komisaris sangat dibutuhkan dalam memastikan bisnis mengikuti tata kelola yang benar,
khususnya terkait pendaftaran dan transparansi. Semakin banyak anggota dewan, semakin banyak
peluang dan pengalaman yang dapat mereka berikan untuk pengawasan perusahaan. Sejumlah
penelitian telah menunjukkan bahwa dewan yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas
langganan karena lebih banyak ulasan meningkatkan perdebatan dan pilihan yang berkaitan
dengan transparansi. (Githaiga & Kosgei, 2023; Kilig¢ & Kuzey, 2019)

Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan dengan dewan yang lebih besar mungkin lebih
berkomitmen dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan demi mempertahankan reputasi dan
kepercayaan publik (Kumar Kishore et al., 2022). Namun, ada juga penelitian yang menyebutkan
bahwa dewan yang terlalu besar bisa menghambat pengambilan keputusan karena koordinasi yang
lebih sulit dan proses diskusi yang lebih panjang (Beasley Mark, 1996; Puspitasari & Ernawati,
2010). Dalam beberapa kasus, struktur dewan yang terlalu besar justru bisa mengurangi efektivitas
pengawasan karena keputusan menjadi kurang fokus dan cenderung terfragmentasi (Elaigwu et
al., 2024).

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan
perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan
Independensi dewan komisaris merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas pengawasan
perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat bertindak lebih objektif dalam mengawasi
kinerja manajemen, termasuk dalam hal transparansi dan pelaporan keberlanjutan. Teori keagenan
menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen berperan dalam meminimalkan konflik
kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. sehingga meningkatkan transparansi
perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Beberapa penelitian mendukung argumen ini. Misalnya,
studi oleh (Khan et al., 2012) menemukan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam
suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan. Komisaris
independen dianggap lebih berpihak kepada kepentingan pemegang saham dan publik, sehingga
mereka mendorong perusahaan untuk memberikan laporan keberlanjutan yang lebih akurat dan
informatif (Michelon & Parbonetti, 2012).

Namun, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa komisaris independen bisa saja tidak
terlalu efektif jika mereka kurang memahami sektor industri perusahaan tersebut atau jika peran
mereka hanya bersifat formalitas tanpa kewenangan yang cukup (Prado-Lorenzo & Garcia-
Sanchez, 2010). Oleh karena itu, meskipun independensi dewan komisaris secara teori diharapkan
meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, efektivitasnya tetap bergantung pada faktor lain,
seperti keahlian dan pengalaman anggota dewan tersebut.

H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Keberagaman Gender terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan Keberagaman
gender dalam dewan komisaris semakin mendapat perhatian dalam penelitian tata kelola
perusahaan, terutama karena perempuan sering dikaitkan dengan peningkatan kepedulian terhadap
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isu sosial dan lingkungan. Dalam teori legitimasi, keberagaman gender dianggap dapat
meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan, sehingga
mendorong transparansi yang lebih besar dalam laporan keberlanjutan (Liao et al., 2015).
Penelitian sebelumnya menginformasikan bahwa kehadiran wanita dalam dewan komisaris
berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan keberlanjutan. Perempuan cenderung sering
memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memiliki kecenderungan untuk lebih
teliti dalam mengawasi kebijakan perusahaan terkait isu keberlanjutan (Bear et al., 2010; Rao &
Tilt, 2016). Studi yang dilakukan oleh (Garcia-Sanchez et al., 2019) juga menemukan bahwa
perusahaan dengan lebih banyak perempuan dalam dewan komisaris memiliki laporan
keberlanjutan yang lebih komprehensif dan transparan.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dampak keberagaman gender bisa
bergantung pada konteks budaya dan lingkungan regulasi perusahaan. Di beberapa negara atau
industri tertentu, peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas,
sehingga dampaknya terhadap transparansi pelaporan bisa bervariasi (Adams & Ferreira, 2008).
H3: Keberagaman gender dalam susunan dewan komisaris memberikan pengaruh positif
terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan energi yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan
Kemampuan anggota dewan komisaris, khususnya di bidang keuangan, hukum, dan keberlanjutan,
berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen serta
memastikan laporan keberlanjutan disusun secara lebih transparan dan akurat. Dalam teori
ketergantungan sumber daya, disebutkan bahwa dewan komisaris memiliki latar belakang keahlian
yang beragam bisa memberi bantuan ke perusahaan dalam mengakses informasi dan sumber daya
eksternal yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelaporan (Pfeffer & Salancik, 1978).
Penelitian menunjukkan kalau dewan komisaris yang memiliki anggota dengan keahlian di bidang
keberlanjutan atau tata kelola lingkungan Ilebih sering mendorong perusahaan untuk
mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas. Selain itu, pengalaman dalam bidang
keuangan juga dianggap penting, karena anggota dewan dengan latar belakang ini dapat lebih
memahami implikasi finansial dari kebijakan keberlanjutan dan memastikan bahwa pelaporan
dilakukan secara akurat (Ahmad et al., 2018) Namun, efektivitas keahlian dalam dewan komisaris
juga bergantung pada sejauh mana anggota dewan tersebut benar-benar terlibat dalam proses
pengambilan keputusan dan bukan sekadar menjadi simbol keberagaman tanpa peran aktif (Fama
& Jensen, 1983).

H4: Keahlian dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek IndonesiaKerangka
Pemikiran

METODE

Kualitas Laporan
Keberlanjutan

Ukuran Dewan
Komisaris
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Independensi
Dewan Komisaris

Keberagaman
Dewan Komisaris

Keahlian Dewan
Komisaris

PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode regresi linear
berganda guna menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan
keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Pendekatan ini dipilih peniliti karena memungkinkan dilakukannya pengukuran secara
objektif serta menghasilkan temuan yang sistematis dan terukur. Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan
keberlanjutan perusahaan selama periode observasi. Populasi penelitian mencakup hampir seluruh
perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu,
yaitu: perusahaan harus tercatat di BEI sepanjang periode penelitian, secara konsisten menerbitkan
laporan keberlanjutan selama periode tersebut, serta laporan tahunan atau laporan keberlanjutan
harus memuat informasi yang lengkap mengenai karakteristik dewan komisaris. Data yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan
dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id), website resmi masing-masing perusahaan. Serta data dari basis pelaporan
keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI) apabila tersedia. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengekstraksi informasi yang
relevan sesuai dengan variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen yang
digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara karakteristik dewan komisaris terhadap
kualitas laporan keberlanjutan. Variabel dependen adalah kualitas laporan keberlanjutan (SRQ)
yang diukur menggunakan indeks pengungkapan berbasis GRI Standards. Pengukuran dilakukan
dengan menghitung proporsi jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap total item
yang terdapat dalam indeks pengungkapan. Sementara itu, variabel independen dalam penelitian
ini mencakup ukuran dewan komisaris, yang diukur berdasarkan banyaknya anggota dewan
komisaris yang tercatat dalam struktur organisasi perusahaan. (Kilic & Kuzey, 2019);
Independensi dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota komisaris independen yang
terdapat dalam struktur dewan tersebut. (Khan et al., 2012); keberagaman gender dalam dewan
komisaris, yang diproksikan berdasarkan variabel dummy di mana jumlah perempuan diberikan
angka 1 sedangkan laki-laki diberikan angka O (Shamil et al., 2014) serta keahlian dewan
komisaris, yang diukur berdasarkan persentase anggota dewan komisaris yang memiliki latar
belakang di bidang keuangan, akuntansi, atau keberlanjutan (Ahmad et al., 2018)
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Sebagai langkah awal sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan analisis statistik
deskriptif guna memberikan pemahaman umum mengenai karakteristik data sampel, termasuk
nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel.
Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dasar dalam regresi linear berganda,
yang mencakup: uji normalitas untuk menilai apakah residual memiliki distribusi normal; uji
multikolinearitas untuk mendeteksi kemungkinan adanya korelasi tinggi antar variabel
independen; uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians residual bersifat homogen;
serta uji autokorelasi guna mengetahui apakah terdapat hubungan sistematis antar residual dari
pengamatan yang berdekatan. Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan regresi linier
berganda dengan model sebagai berikut:

SRQ = p0 + B1BSIZE + B2BIND + B3BGEN + B4BEXP + ¢

Deskripsi:

SRQ = Kualitas laporan keberlanjutan

BSIZE = Ukuran dewan komisaris

BIND = Independensi dewan komisaris

BGEN = Gender dewan komisaris

BEXP = Keahlian dewan komisaris

¢ = Kesalahan

Dalam rangka menguji hipotesis, penelitian ini memanfaatkan uji t untuk menganalisis dampak
individu dari setiap variabel independen terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sementara itu,
uji F dipakai untuk mengevaluasi pengaruh kolektif seluruh variabel independen secara
bersamaan. Di samping itu, koefisien determinasi (R?) dimanfaatkan guna mengukur proporsi
variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model melalui variabel-variabel
independen. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan bukti empiris
terkait pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada
perusahaan-perusahaan energi di Indonesia.

HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASA

VAR Mean Std.dev Min Max
SRQ 2.18 0.26 1.67 2.88
BSIZE 3.61 1.695 2 8
BIND 1.57 0.908 1 4
BGEN 0.34 0.476 0 1
BEXP 1.88 1.238 0 5

Tabel 1. Statistik deskriptif
Catatan: SRQ merupakan kualitas laporan keberlanjutan yang diukur menggunakan skor
berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative (GRI); BGEN diukur berdasarkan jumlah
anggota komisaris perempuan yang ada di setiap perusahaan; BIND menunjukkan independensi
dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah komisaris independen dalam struktur dewan
komisaris perusahaan; BSIZE merupakan ukuran dewan komisaris yang diukur berdasarkan
jumlah total anggota dewan komisaris; sedangkan BEXP adalah pengalaman dewan komisaris
yang diukur berdasarkan proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang atau
pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan.
Berdasarkan Tabel 1, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas
laporan keberlanjutan (SRQ), diukur berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap standar GRI. Rata-
rata skor SRQ tercatat sebesar 2,18 Dari total skor maksimal sebesar 4,87, nilai tersebut tergolong
rendah karena belum mencapai setengah dari skor tertinggi yang dapat dicapai. Salah satu
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penyebabnya kemungkinan adalah proses transisi menuju penerapan GRI Standards 2021, yang
mulai diberlakukan untuk laporan tahun 2023. Perubahan struktur serta pendekatan materialitas
dalam standar baru ini mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan diri, dan banyak di
antaranya masih dalam tahap adaptasi, sehingga pelaporan mereka belum sepenuhnya sesuai
dengan standar tersebut. Standar deviasi variabel SRQ sebesar 0,26, yang menunjukkan bahwa
variasi antarperusahaan tidak terlalu besar. Skor terendah dicatatkan oleh PT Sumber Energi
Andalan pada tahun 2023 dengan nilai 1,67. Hal ini diduga disebabkan oleh fakta bahwa
perusahaan tersebut masih berada pada tahap awal dalam penerapan standar GRI dalam
penyusunan laporan keberlanjutannya. Sementara itu, nilai tertinggi SRQ sebesar 2,88 diperoleh
oleh PT Harum Energy pada tahun yang sama. Pencapaian ini disebabkan oleh penggunaan
pendekatan pelaporan GRI dengan opsi komprehensif, yang mencakup seluruh elemen pelaporan
baik yang bersifat inti maupun tambahan. Selain itu, kualitas laporan keberlanjutan perusahaan ini
juga didukung oleh penggunaan jasa verifikasi dari pihak ketiga (asuror eksternal).

Variabel independen pertama, yaitu ukuran dewan komisaris (BSIZE), diukur berdasarkan jumlah
total anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Rata-rata nilai BSIZE tercatat
sebesar 3,61, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki
sekitar 3 hingga 4 orang komisaris. Standar deviasi sebesar 1,695 menunjukkan bahwa variasi
jumlah anggota komisaris antarperusahaan relatif rendah, atau dengan kata lain, distribusi data
cukup terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Nilai terendah untuk BSIZE adalah 2, yang
ditemukan pada PT Ratu Prabu Energi Tbk dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, keduanya
pada tahun 2023. Mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam Peraturan
Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Komisaris dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, jumlah komisaris minimal yang diwajibkan adalah dua orang. Dengan demikian, seluruh
perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini telah memenuhi persyaratan regulasi tersebut.
Sementara itu, nilai maksimum BSIZE adalah 8, yang ditemukan pada PT Baramulti Suksessarana
Tbk pada tahun 2023. Perusahaan ini secara eksplisit menyebutkan dalam laporan tahunan bahwa
jumlah anggota komisaris mereka sebanyak delapan orang.

Variabel independen kedua, yaitu independensi dewan komisaris (BIND), diukur berdasarkan
jumlah anggota komisaris independen yang terdapat dalam struktur dewan komisaris perusahaan.
Nilai rata-rata variabel ini sebesar 1,57, yang menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan
dalam sampel memiliki sekitar satu hingga dua orang komisaris independen. Standar deviasi
variabel ini adalah 0,908, yang mengindikasikan adanya tingkat variasi yang cukup tinggi dalam
jumlah komisaris independen antar perusahaan pada sampel penelitian. Nilai minimum BIND,
yaitu sebesar 1, tercatat pada PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2023. yang mempunyai 1
dewan komisaris independen dari 2 dewan komisaris. Mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, perusahaan publik diwajibkan
menunjuk Komisaris Independen dengan proporsi paling sedikit 30% dari seluruh anggota dewan
komisaris, apabila jumlah anggota dewan komisaris melebihi dua orang. Dari hal tersebut maka
perusahaan perusahaan yang dijadikan sampel sudah memenuhi aturan. Nilai maksimum variabel
BIND adalah 4, dan nilai ini diperoleh oleh PT dian swastatika sentosa yang memiliki empat dari
seluruh anggota dewan komisarisnya berstatus independen.

Variabel independen ketiga, yaitu keberagaman gender (BGEN), diukur berdasarkan jumlah
anggota komisaris perempuan yang ada di setiap perusahaan. Nilai rata-rata variabel ini adalah
0,34, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, sekitar 34% dari anggota komisaris perusahaan
dalam sampel merupakan perempuan. Temuan ini mencerminkan bahwa keberagaman gender
dalam struktur dewan komisaris masih sangat terbatas, di mana posisi komisaris di industri energi
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di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Nilai standar deviasi variabel BGEN sebesar 0,476
tergolong tinggi karena melebihi nilai rata-rata variabel, yang menunjukkan adanya variasi yang
cukup besar antarperusahaan dalam hal representasi gender. Selain itu, nilai minimum variabel
BGEN adalah 0, yang ditemukan pada sejumlah perusahaan dalam sampel. Kondisi ini
menandakan bahwa pada tahun 2023, sebagian besar perusahaan energi belum melibatkan
perempuan dalam jajaran dewan komisaris mereka. Nilai maksimum variabel BGEN dari hasil
penelitian ini adalah 1, yang menginformasikan bahwa perusahaan dengan jumlah komisaris
perempuan terbanyak dalam sampel hanya memiliki satu orang perempuan dalam jajaran
komisaris. Meskipun jumlah total anggota komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut bervariasi
antara tiga hingga delapan orang, namun keberadaan perempuan di posisi tersebut masih sangat
terbatas, yaitu tidak lebih dari satu orang di setiap perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa
representasi gender perempuan dalam komisaris masih sangat rendah, meskipun tidak ada aturan
di Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan keberagaman gender dalam struktur komisaris.
Variabel independen keempat, yaitu pengalaman dewan komisaris (BEXP), diukur berdasarkan
jumlah anggota komisaris yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
Nilai rata-rata variabel ini adalah 1,88, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap
perusahaan dalam sampel memiliki sekitar satu hingga dua orang komisaris dengan latar belakang
di bidang akuntansi atau keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan
di sektor energi di Indonesia cenderung menempatkan individu dengan keahlian atau pengalaman
di bidang akuntansi dan keuangan dalam jajaran dewan komisaris. Nilai standar deviasi sebesar
1,238 menunjukkan variasi yang relatif rendah, yang mengisyaratkan bahwa tren ini cukup
konsisten di antara perusahaan-perusahaan yang diteliti. Nilai minimum BEXP yang diperoleh
adalah 0 dan didapat dari PT AKR Corporindo Tbk dan Ratu Prabu Energi Tbk Sedangkan, Nilai
maksimum variabel BEXP adalah 5, yang dicapai PT resource alam indonesia pada tahun 2023
menunjukkan bahwa seluruh komisarisnya memiliki pengalaman atau latar belakang profesional
di bidang keuangan dan akuntansi.

HASIL DAN UJI HIPOTESIS

Setelah uji asumsi klasik dilakukan dan tidak ditemukan pelanggaran yang berarti, maka pengujian
hipotesis dilanjutkan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil uji terhadap masing-
masing variabel independen disajikan sebagai berikut.

Variables Sig Coefficient
BSIZE 0.948 +0.002
BIND 0.705 +0.024
BGEN 0.309 +0.069
BEXP 0.942 -0.002

Hipotesis 1: Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan
menunjukkan hasil positif (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak).

Ukuran dewan komisaris (BSIZE) memiliki nilai koefisien sebesar 0,002 dengan signifikansi
0,948 (> 0,05), yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki arah pengaruh positif,
namun tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu,
hipotesis mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris tidak didukung oleh data dan dinyatakan
ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan-
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perusahaan di sektor energi belum menjadi faktor yang menentukan dalam mendorong penerapan
kebijakan pelaporan keberlanjutan, sehingga hasil tersebut tidak sejalan dengan kerangka teori
legitimasi. Kemungkinan, kualitas laporan keberlanjutan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar
karakteristik dewan komisaris, seperti komitmen manajemen atau tekanan dari pemangku
kepentingan eksternal. Hal ini juga tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana variabel lain yang
mewakili karakteristik dewan komisaris, seperti keahlian, independensi, dan keberagaman gender,
juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.
Lebih lanjut lagi (Alshbili et al., 2020) berpendapat bahwa di negara berkembang, ukuran dewan
komisaris yang besar kemungkinan lebih difokuskan untuk mencapai mencapai tujuan tujuan
strategis perusahaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengungkapan isu lingkungan
dan sosial. Hal ini dapat menjelaskan mengapa, dalam konteks perusahaan energi di Indonesia,
ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan
keberlanjutan.

Hipotesis 2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan
keberlanjutan. (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak)

Independensi dewan komisaris (BIND) menunjukkan arah pengaruh positif terhadap kualitas
pelaporan keberlanjutan dengan nilai koefisien sebesar 0,024. Namun, nilai signifikansinya
sebesar 0,705 (> 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan demikian,
hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kualitas
pelaporan keberlanjutan tidak dapat diterima. Temuan ini mengisyaratkan bahwa keberadaan
komisaris independen belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong
peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan di sektor energi.
Meskipun secara teoritis komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan
secara objektif dan memperkuat transparansi, peran tersebut tampaknya belum sepenuhnya
terealisasi dalam praktik. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan
secara optimal dalam konteks perusahaan yang menjadi sampel. Menurut (Hamidah & Arisukma,
2020) Perusahaan mungkin menganggap bahwa keberadaan anggota dewan komisaris independen
sudah cukup memberikan citra positif kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mereka
merasa tidak perlu menyajikan laporan keberlanjutan secara menyeluruh. Dengan mematuhi
regulasi yang mewajibkan adanya komisaris independen, perusahaan beranggapan telah
menunjukkan komitmen tata kelola yang baik, sehingga pengungkapan keberlanjutan yang
komprehensif tidak lagi dipandang sebagai prioritas utama. (Behl et al., 2022) Pengangkatan
anggota dewan komisaris independen dalam beberapa kasus cenderung dilakukan semata-mata
untuk memenubhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh regulasi, bukan karena adanya dorongan
internal perusahaan untuk memperkuat fungsi pengawasan secara substansial. Dengan kata lain,
keberadaan komisaris independen lebih bersifat simbolis sebagai bentuk kepatuhan terhadap
aturan, daripada dimaksudkan untuk benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola dan
transparansi perusahaan.

Hipotesis 3: Keberagaman gender dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas
pelaporan keberlanjutan (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak)

Berdasarkan hasil analisis regresi, keberagaman gender dalam dewan komisaris menunjukkan arah
pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan, dengan koefisien sebesar 0,069.
Namun, nilai signifikansi sebesar 0,309 (> 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak
signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif
keberagaman gender terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan tidak dapat diterima. menurut
(Karuhanga, 2010) dari sudut pandang budaya, khususnya di negara berkembang, peran
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perempuan dalam dewan komisaris masih sering terbatas secara fungsional. Hal ini dapat
menimbulkan anggapan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan hanya sebatas pemenuhan
simbolis atau formalitas (tokenisme), bukan sebagai aktor pengambil keputusan yang substansial.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman gender belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
legitimasi dalam konteks pelaporan keberlanjutan. Tidak signifikannya pengaruh ini juga mungkin
disebabkan oleh rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi dalam dewan komisaris di
sebagian besar perusahaan. Jumlah yang terbatas tersebut belum mencapai ambang batas atau
critical mass yang diperlukan agar kehadiran mereka dapat memberikan pengaruh yang nyata
terhadap arah kebijakan dan keputusan perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan keberlanjutan
(Joecks et al., 2013). Kesenjangan gender dalam struktur organisasi masih dapat dijumpai, Salah
satu faktor yang mungkin memengaruhi hal tersebut adalah adanya anggapan bahwa perempuan
memiliki latar pendidikan dan pengalaman di dunia kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan
laki-laki. Pandangan ini dapat memengaruhi penempatan perempuan dalam posisi strategis,
termasuk dalam struktur dewan komisaris. Pandangan ini berkontribusi pada terbatasnya peluang
perempuan untuk menempati posisi strategis, termasuk dalam jajaran dewan komisaris (Nuraeni
Indonesia, termasuk dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan keberadaan
minimal satu perempuan dalam struktur dewan komisaris perusahaan publik. Selain itu, sebanyak
49 dari 74 perusahaan yang menjadi bahan sampel dalam penelitian ini tidak punya komisaris
perempuan dalam jajaran dewan komisarisnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023,
mayoritas perusahaan masih belum memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk
menduduki posisi strategis di level pengawasan perusahaan.

Hipotesis 4: Keahlian dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan
keberlanjutan (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak)

Keahlian dewan komisaris (BEXP) memiliki arah pengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan
keberlanjutan dengan koefisien sebesar -0.002. Namun, nilai signifikansinya sebesar 0.942 (>
0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu,
hipotesis mengenai pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan
ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa jenis pendidikan yang ditempuh oleh anggota dewan,
khususnya apakah berasal dari bidang bisnis atau non-bisnis, belum menjadi faktor yang
menentukan dalam peningkatan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan. Temuan ini sejalan
dengan penelitian (Tanputra et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kualitas institusi pendidikan
memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan bidang studi itu sendiri. Selain itu (Garcia-
Meca & Palacio, 2018) juga menyatakan bahwa keberagaman latar belakang pendidikan dalam
dewan, termasuk dari disiplin ilmu non-bisnis, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan
mendukung pengambilan keputusan strategis secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, tidak
signifikan-nya hasil pengujian ini dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa latar pendidikan non-
bisnis pun tetap dapat memberikan kontribusi berarti dalam fungsi pengawasan dan tata kelola
perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap
kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Karakteristik yang dikaji meliputi ukuran dewan komisaris, tingkat independensi,
keberagaman gender, dan keahlian anggota dewan. Penelitian ini memakai metode regresi linear
berganda dengan jumlah total sampel sebanyak 74 perusahaan pada tahun 2023.
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Hasil analisis menginformasikan bahwa keempat variabel independen tersebut ternyata tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Artinya, secara
statistik, ukuran, keberagaman, independensi, maupun keahlian dewan komisaris belum terbukti
memengaruhi seberapa baik perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keberlanjutan sesuai
dengan standar GRI. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur formal dewan komisaris belum
cukup kuat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan di sektor
energi.

Kemungkinan lain yang mendasari hasil ini adalah karena pelaporan keberlanjutan masih lebih
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan pemangku kepentingan, regulasi industri,
atau bahkan komitmen dari manajemen tingkat atas. Selain itu, kehadiran anggota dewan
komisaris dengan latar belakang pendidikan atau keahlian tertentu belum tentu menjamin
keterlibatan aktif mereka dalam isu-isu keberlanjutan, terutama jika pelaporan keberlanjutan masih
dianggap sekadar kewajiban administratif.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan data
hanya terbatas pada satu tahun pengamatan, yaitu tahun 2023, sehingga belum memungkinkan
untuk melihat pengaruh jangka panjang atau pola konsistensi antarperiode. Kedua, jumlah sampel
yang terbatas hanya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI juga menjadi kendala
dalam memperluas generalisasi hasil penelitian ini ke sektor atau wilayah lain. Ketiga, pengukuran
karakteristik dewan dilakukan secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan dinamika internal,
Kualitas intraksi serta pengaruh informal yang berpotensi muncul saat proses pengambilan
keputusan di tingkat dewan komisaris. Oleh karena itu, peniliti menyarankan agar penelitian
selanjutnya menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang (panel data), memperluas
cakupan sektor industri, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti keterlibatan dewan
dalam komite keberlanjutan atau frekuensi rapat yang membahas isu ESG secara spesifik.
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